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Pada tahun 2019, korporasi menduduki peringkat ke-2 sebagai pihak yang paling banyak diadukan kepada
Komnas HAM RI terkait dugaan pelanggaran HAM. Apabila merujuk pada Laporan Tahunan Komnas HAM
(2020), keadaan tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2013 dengan jumlah kasus yang melonjak tinggi dari
tahunnya sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap praktik berbisnis
korporasi dan mendorong praktik bisnis yang berspektif HAM.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sesuatu yang melekat pada setiap manusia secara universal, untuk
setiap individu tanpa melihat waktu dan tempat. Salah satu hal yang mempengaruhi terpenuhinya HAM
adalah dari bagaimana setiap individu menghormati hak individu lainnya. Untuk mencapai hal tersebut,
intervensi dari pihak ketiga menjadi penting karena dapat meningkatkan kepekaan dan terpenuhinya HAM
setiap individu. Pihak ketiga yang dimaksud bisa pemerintah, korporasi, komunitas, atau pemangku
kepentingan lainnya.

Secara ekonomi, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Laporan yang
dikeluarkan oleh World Bank (World Bank, 2020) menunjukkan produk domestik bruto (PDB) mencapai US
$1.119 triliun pada tahun 2019 yang berasal dari 43% sektor jasa dan 20% sektor manufaktur dari 134 miliar
tenaga kerja (ILO, 2020). Tenaga kerja yang ada tersebut memiliki andil dalam pertumbuhan ekonomi dan
semakin besar jumlah mereka, semakin besar pula peran sektor bisnis dan tentunya negara dalam
memastikan terpenuhinya HAM setiap individu. Data tersebut menunjukkan bahwa korporasi dapat memiliki
kemampuan dan pengaruh besar pada aspek kehidupan, termasuk dalam pemenuhan HAM di Indonesia.

Sebagai pihak yang memiliki potensi untuk melindungi dan memastikan HAM terpenuhi, menjadi penting
untuk praktik bisnis menggunakan perspektif HAM dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Namun
sayangnya, banyak pelanggaran yang terjadi di sektor bisnis, dilihat banyaknya laporan yang masuk ke
Komnas HAM RI terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi. Hal tersebut
menunjukkan selain potensinya dalam memastikan terpenuhinya HAM, korporasi juga berpotensi melanggar
HAM. Maka dari itu, sangat penting bagi korporasi atau aktivitas bisnis untuk berspektif HAM.

Praktik bisnis yang tidak berspektif HAM berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang individu dan
lingkungannya. Salah satunya adalah munculnya ketimpangan gender dalam dunia kerja. Data yang dimiliki
ILO tentang Indonesia pada tahun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki angka partisipasi yang timpang
antara perempuan dan laki-laki, tepatnya 51% perempuan dibandingkan 78% laki-laki. Ketimpangan tersebut
disebabkan oleh diskriminasi yang diterima oleh perempuan dalam dunia kerja akibat dari praktik bisnis
yang tidak perspektif HAM (Perrant, Pesando, & Nowacka, 2014; Joshi et al, 2015; UN Women, 2016;
Sengupta et al, 2017; ILO & Gallup, 2017). Akibatnya, mempengaruhi aspek kehidupan individu yang
bersangkutan, lingkungan sekitarnya, bahkan korporasi itu sendiri (Perrant, Pesando, & Nowacka, 2014; UN
Women, 2016; Mulchaly & Linehan, 2013; Septiadi & Wigna, 2013; Hunt, Layton, & Prince, 2015; Sitorus,
2016).

Dalam meningkatkan perspektif HAM dalam bisnis, peran pemerintah menjadi salah satu kunci penting.
Dengan merencanakan kebijakan yang dapat mendorong korporasi mengimplementasikan HAM maka akan
lebih mudah dalam memastikan terpenuhinya HAM setiap individu. Saat ini, pemerintah telah melakukan
beberapa langkah untuk dapat mengarusutamakan HAM dalam bisnis, yaitu memasukkan isu bisnis dan
HAM ke dalam RANHAM 2015-2019 dan mulai disusunnya RANHAM 2020-2024 oleh Sekretariat
Bersama (Setber) RANHAM, di mana isu bisnis dan hak asasi manusia akan diintegrasikan ke dalam
RANHAM tersebut. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Peta Jalan Bisnis dan Hak Asasi Manusia
2020-2024, Menuju Bisnis yang Bertanggung Jawab. Dalam Peta Jalan tersebut disampaikan bahwa
perempuan menjadi salah satu kelompok sasaran selain anak, masyarakat adat dan orang dengan disabilitas.

Selain pemerintah dan pelaku bisnis, peran masyarakat pun tak kalah penting dalam berjalannya HAM dalam
bisnis. Masyarakat menjadi pihak yang memiliki hak maka dari itu penting untuk masyarakat memahami hak
yang dimiliki sehingga dapat mendorong usaha pemenuhan HAM yang dilakukan oleh negara dan sektor



bisnis. Berperan sebagai seorang konsumen dan juga pemilik hak, kita wajib ikut mengawasi implementasi
HAM dalam praktik bisnis dan memperhatikan apakah barang dan jasa yang kita pakai berasal dari bisnis
yang mengedepankan HAM. Dengan begitu, Hak Asasi Manusia setiap individu semakin terjamin dan
kualitas hidup masyarakat bisa meningkat.
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